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PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR &S5 TAHUN 2023
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal S ayat (2) Peraturan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama (PJPK) dapat melimpahkan kewenangannya
kepada pihak yang dapat mewakili Pemerintah Daerah
dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU);

bahwa Pendelegasian Kewenangan Bupati selaku
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten
Lombok Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat, sudah tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu
diganti;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di
Kabupaten Lombok Barat;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

turan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan erencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah
diubah  dengan eraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas eraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara
epublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781}

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 142);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2018 Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 155)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
Nomor 1);



Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara
Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha
dengan memperhatikan pembagian risiko antara para
pihak

5. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian hak
wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintahan
yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat
pemerintahan yang lebih rendah.

6. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Bupati sebagai penyedia atau
penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.



BAB II
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati selaku PJPK dapat melimpahkan kewenangannya
kepada pejabat yang dapat mewakili Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan KPBU di bidang infrastruktur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati
selaku PJPK.

(3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pejabat Penerima
Pelimpahan Kewenangan wajib menerapkan prinsip-prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3), Pejabat Penerima Pelimpahan
Kewenangan wajib memberikan laporan secara periodik dalam
setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KPBU kepada Bupati.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan
Bupati Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten
Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 Ap\‘\\ 2023

fBUPATI LOMBOK BARAT, fr

«w. FAUZAN KTALID

Diundangkan di Gerung

pada tanggal |2 A p nlaod 3

SEKRETARIAT DAERAH
K1 ABUPATEN LOMBOK BARAT,
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H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25



